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5. Undong-Undang Nornor 17 'l'a,llun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaraq Negara Rcpt';bllk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Taml5ah'an Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 5, Tambaban Lcrnbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4355); 

2. Undang-Uodang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme [Lernbaran Negara Republik lndonesiaTahun 
1999 Nomor ] 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3851); 

1. Undang-Dndang Nornor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah . Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

Mengingal : 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kola Makassar 
Tahun 2015. 

a. bahwa dalam rangka penerapan berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nornor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan, Layanan Umum Dacrah, 
memberikan amanah bahwa untuk rneningkatkan efisiensi, 
cfektifitas, transparansi dan akuntabilitas Badan Layanan 
Umum Daerah Kota Makassar; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVlNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKA$SAR 
NOMOR 93 'rAH'UN 2015 

TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
UMUMDAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 



15. Peraturan Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2006 ienrang Laporan 
Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerinlah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambaban 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenlang Pedornan 
Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, 
Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13. Pcraturan Pernerintah Nomor 58 Tah un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone·sia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang 
Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah.UD 2005 Nornor 48,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintaban (Lernbaran Negara Republik: Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, 'Tamba han Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 560 L; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014· tentang Pemerintahnn 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dcngan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

8. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcnuikan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pcrnerintah Puaat dan Daerah, [Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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Dalam Peraturan Walikora ini yang dimaksud dengan: 
L Pemerintah adalah Pemerint.ah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Kota Makassar, 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah Kota Makassar. 
4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aelanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kola Makassar. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat 

Daerah Kota Makassar. 
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kota 

Makassar. 
7. TAPD adalah Tim Anggaran Pcrnerintah Daerah Kota Makassar. 
8. PPK.D adalah Pejabat Pcngclola Keuangan Dacrah Kota Makassar . 
9. Pejabat Daerah dan Pcgawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dun 

Pejabat Pejabai Dacrah sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

10. Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemcrintah Kota Makassar selaku Pengguna 
Anggaran/ Barang. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH. 

Menerapkan · 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66). 

19. Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

18. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembcntukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009) sebagairnana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah 
Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tenlang Perubahan Kedua 
Pcraruran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 
Nomor 7); 

17. Pcraiuran Mentcri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pcdornan Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Urnurn Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pedoman Pengelolaan Kouangan Daerah sebagairnana 
tclah diubah tcrakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Alas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
ientang Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah; 
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1 l , Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabal pemcgang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
Iungsi SKPD yang dipimpinnya. 

12. Kuasa Pcngguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk mclaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
rnelaksanakan scbagian rugas dan fungsi SI<.PD. 

13. Badan Layanan Uroum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 
Kerja Perangkai Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pcmerintah Kota Makassar yang dibenluk untuk mernberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang 
dijual lanpa mengutamakan mencari keuntungan, clan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip cfiaiensl dan produktivitas. 

l4. Pola Pengelolaan Keuangan 81..UD, yang selanjutnya disingkat PPK-81..UD 
adalah pola pcngclolaan keuangan yang rnemberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuanga:n daerah pada umumnya. 

15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang 81..UD pada 
batas-batas iertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
unrum. 

16. Peningkatan status BLVD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit 
kcrja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap mcnjadi satuan kerja atau unit 
kerja yang menerapkan PPK-Bt..UD penuh. 

L 7. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja a tau unit 
kerja yang mcnerapkan PPK-BLUD penuh rnenjadi satuan kerja atau unit kcrja 
yang menerapkan PPK-BLUD bertahap. 

18. Pencabutan status BLUD adalah kernbalinya status satuan. kcrja atau unit 
kerja yang meoerapkan PPK-BLUD perruh atau PPK-BLUD bertahap menjadi 
satuan kerja atau unit kerja biasa. 

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rnenerapkan PPK-BLUD 
selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan l{erja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menerapkan PPK- BLUD. 

20. Unit Kerja pada SKPD yang rnenerapkan PPK-BLUD seianjutnya disingkat 
BLUD-Unil Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menerapkan PPK- BLUD. 

21. Pejabat pengelola BLUD adalab pimpinan .BLUD yang bcrtanggung jawab 
terhadap kinerja operasional B1UD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pcjabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenldatur yang berlaku pada Bl..UD yang bersangkutan . 

22. Pendapatan adalah semua pcneriruaan dalarn bentuk kas dan Lagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kcrnbali. 

23. Belanja adalah semua pengcluaran dari rckcning kas yang mengurangi ekuiias 
dana lancar dalarn periodc tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
dipcroleh pembayarannya kernbali oleh BLUD. 

24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana laocar 
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD. 

25. lnvestasi adalah penggunaan asei untuk memperoleh manfaat ekonomis yang 
dapat meningkatkan kcmarnpuan 8LUD dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mcngakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksl clan peristiwa itu lerjadi, tanpa 
mcmperhatikan saat kas a tau sctara kas diteri1na at.au dibayar. 

27. Rekening Kas 81..UD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang 
dibuka oleh pentiropin BLUD pada bank umum untuk menarnpung seluruh 
penerimaan pendapatan dan pembayaran pcngeluaran BLUD. 



(3) Walikota bertanggung jawab alas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
pelayanan umurn yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan: 
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(2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari perangkat 
Pemerintah Kota Makassar yang dibcntuk untuk mcmbantu pcncapaian tujuan 
Pemerintah Kota Makassar, dengan status hukum tidak terpisah dari 
Pemcrintah Kota Makassar; 

(1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beroperasi sebagai perangkal kerja 
Pernerintah Kota Makassar untuk tujuan pernberian layanan urnurn secara 
lcbih efcktif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang 
pcngelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan olch 
Walikota; 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Asas 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

• 
28. Laporan kcuangan konsolidasian adalah suatu laporan kcuangan yang +- 

mcrupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 

29. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen pcrcncanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, 
kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLVD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD 
adalah ctokumen yang memuat pcndapatan dan biaya, proyeksi arus kas, 
jumlah dan kualitas barang dan/ataujasa yang akan dihasilkan dan digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

31. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Rcnstra Bisnis 
BJ,UD adalah dokumen lima tahunan y~ng rnemuat visi, rnisi, program 
stratcgis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 
BLVD. 

32. Standar Pclayanan Minimal adalah spesifikasi teknis ientang tolok ukur 
layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 

33. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelcnggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajernen yang balk daJam rangka pemberian 
layanan yang bermutu dan bcrkesinambungan. 

34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas 
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalarn rangka mernbantu 
pimpinan BLUD untuk mcningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan 
pcngaruh lingkungan sosial sekitarnya (socia.lresponsibility) daJam 
menyeleuggarakan bisnis sehat, 

35. Dewan Pengawas BLUD, yang sela.njutnya disebut Dewan Pen.gawas adalah 
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pcngelolaan BLUD. 

36. Nilai omset adalah jumlah seluruh pcndapatan operasiorial yang diterima oleh 
BLUD yang berasal dari barang dai1/ atau jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain darr/atau basil usaha lainnya, 

37. Nilai aset adalah jurnlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLLJD pada akhir 
suaru tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Kora 
Makassar yang tidak terpisahkan. 

38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang cliberikan oleh BLUD 
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk 
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 



6 

(2) Renstra Bisnis SKPD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dcngan mcngacu kcpada Rencana Pcmbangunan .Jangka Mencngah Daerah 
Kota Makassar; 

(1) BLUD wajib mcnetapkan Rcnstra Bisnis; 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB Ill 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Ruang Lingkup Peraruran Walikota Ini meliputi: 
1) Perencanaan dan Penganggaran 
2) Pelaksanaan Anggaran 
3) Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
4) Tarif Layanan 
5) Pejabat Pengelola dan Pegawai 
6) Dewan Pengawas 
7) Remunerasi 
8) Pernbinaan dan pengawasan 
9) Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

10) Ketentuan Penutup 

Pasal 4 

Bagian Ketlga 
Ruang Lingkup 

PPK-BLUD bertujuan meoingkatkan kualitas pclayanan kepada masyarakat untuk 
mewujudkan penyelcnggaraan tugas-tugas Pemerinrah dan/aiau Pemerintah Kota 
Makassar dalam memajukan kesejahteraan umum dan mcncerdaskan kehidupan 
bangsa. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, 
Badan Layanan Umum Dacrah (BLUD) diberikan Ileksibilltas dalarn pengelolaan 
kcuangunnya, 

(6) Rencana kcrja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan 
Layanan Umum Daerah (BLVD) disusun dan disajikan sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari rencana kcrja dan anggaran serta laporan keuangan dan 
kincrja Pernerintah Kota Makassar; 

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Layanan Urnum Dacrah (BLUD) harus 
mengutamakan efektivitas dan cfisiensl serta kualitas pelayanan umum kepada 
rnasyarakat, ianpa rnengutamakan pencarian keuntungan; 

(4) Pejabat pengclola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bcrtanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh 
Walikota; 

Pasal 3 
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(3) RBA scbagairnana dimaksud pada ayat ( 1) discrtai dengan usulan program,
kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan
dihasilkan . 

( l) RBA memuat: 
a kinerja tahun berjalan; 
b. asumsi mikro dan makro; 
c. target kincrja; 
d. analisis dan perkiraan biaya satuan; 
e. perkiraan. harga; 
f. anggaran pendapatan dan biaya; 
g. bcsaran persentase arnbang batas; 
h. prognosa laporan keuangan; 
1. perkiraan maju (fonuard estimate}; 
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan 
k. ringkasan pendapatan dan biaya, 

Pasal 8 

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD. 

Pasal 7 

3) RBA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip 
anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, 
dengan memperrimbangkan keb'\.tLuhan dan kernampuan pendapatan yang 
diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, clan 
sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. 

2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedornan kepada Renstra Bisnis; 

1) BLUD wajib menyusun RBA; 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

) Rcnstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup pernyataan visi, 
misi, program strategis, pengukuran pencapaian kincrja, rencana pencapaian 
lima tahunan, dan proyeksi keuangau lima tahunan. 

) Renstra Bisnis sebagairna:na dimaksud pada ayat (1) dipergunakan scbagai 
dusar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja; 

) Rcnstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) disusun 
dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Duerah 
Kota Makassar dan Rcncana Stralegis SI<PD; 

pengeluaran 
dan huruf k

terrnasuk rcncana 
pada ayat (1) huruf j 

(2) Ringkasan pendapatan dan biaya 
invcstasi/modal sebagajmana dimaksud 
dikonsolidasikan dcngan: 
a, Rl<A·SKPD untuk Unit Kerja BLUD; 
b. APBD untuk SKPD BLUD. 
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(2) DPA SKPD BLUD dan DPA·Sl{PD disarnpaikan kepada PPKD untuk selanjutnya 
dila.kukan pencermatan oleh Tim Anggaran; 

(1) DPA Unit Kerja BLVD disampaikan kcpada kepala SKPD untuk dibahas sebagai 
bagian dari DPA-SKPD; 

Pasal 13 

BABIV 
PELAKSANAANANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagairnana dirnaksud ayat ( 1) 
menjadi dasar penyusunan DPA. 

(1) Peraruran Daerah tentang APBD yang tclah ditetapkan, menjadi dasar 
pemimpin BLUD melak.ukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara 
definitif; 

(2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan ses'uai kelompok dan jenis 
belanja dalam APBD, dcngan menggunakan basis kas; 

(1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD; 

Pasal 11 

(3) RBA yang Lelah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, diruangkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD .. 

2) Penelaahan mcliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen 
perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-rnasing termasuk rnenghitung 
dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau strrplus penganggaran; 

n Tim Anggaran melakukan penelaahan RSA SKPD BLUD dan RKA SKPD beserta 
RBA Unit Kerja BLUD; 

Pasal 10 

5) RKA-SKPD bescrta RBA Unit Kerja BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disarnpaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran. 

} RBA SKI'D BLUD/Unit kerja BLUD disampaikan kepada kepala SKPD untuk 
dibahas sebagai bagian dari RKA-Sl(PD; 

3) RBA sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Pimplnan BLUD 01enyampaikan 
kcpada PPKD untuk sclanjutnya dibahs 'I'im Anggaran; 

) Pcnyampaian RBA scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebelurnnya RSA 
tersebut dibahas bersama dengan Dewan Pengawas BLVD; 

) RSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) disarnpaikan scsuai dengan 
jadwal penyusunan APBD; 

asal 9 

Pasal 12 



(1) Scluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
dilaporkan kepada PPKD setinp bulan dengan mcnyertakan bukti transaksi; 
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Pasal 17 

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama 
dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan 
melalui rekening kas BLUD dan dlcatat dalarn kode rekening kelompok 
pendapatan asli daerah pada jcrris lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
dcngan obyek pendapaian BLUD. 

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diperlakukan sesuai 
pcrunrukannya; 

(1) Pcndapatan BLVD scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 kecuali yang bcrasal 
dari hibah terikal, dapat dikelola Iangsung untuk membiayai pengeluaran 
BLUD sesuai RBA; 

Pasal 16 

Pendapatan BLUD bersumbcr dari : 
a. jasa layanan; 
b. hibah; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; 
d. APBD; 
e. APBN; dan 
I. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain: 

l. basil 'penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
2. basil pemanfaatan kekayaan; 
3_ jasa giro; 
4. pendapatan bunga; 
5. keunrungan selisih rulai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
6_ komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

clan/ atau pengadaan barang dari/ atau jasa; 
7. basil investasi. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Pendapatan 

(2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD. 

(1) DPA rnerupakan dasar pelaksanaan anggaran BLU D; 

Pasal 14 

(5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun 
anggaran baru, BLVD dapat rnelakukan pengeluaran uang paling banyak 
sebcsar anggaran DPA tahun sebelumnya. 

4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) DPA 
BLUD disahkan oleh PPl<D dan disctujui oleh Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Dacrah; 

3) DPA BLUD paling sedikit mencakup: 
a. pcndapatan dan biaya; 
b. proyeksi arus kas. 
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2) Biaya pclayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup 
scluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
pelayanan; 

b. braya umum dan adminiatrasi, meliputi: 
1. biaya pcgawai; 
2. biaya bahan; 
3. biaya pemeliharaan: 
4. biaya barang dan jasa; 
5. biaya promosi; 

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1), terdiri dari: 
a. biaya pelayanan, melipuri: 

1. biaya pegawai; 
2. biaya bahan; 
3. biaya jasa pelayanan; 
4. biaya perncliharaan; 
5. biaya barang dan jasa; 
6. biaya pelayanan lain-lain. 

Pasal 20 

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), 
dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan. 

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk 
mernbiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan 
pendukung pelayanan. 

{3) Biaya non operasional sebagaimana dimasud pada ayat [I], mencakup seluruh 
biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka m.enunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi. 

(2} Biaya opcrasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup selurub 
biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi; 

( 1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional; 

Pasal 19 

Bagian Ketiga 
Bia ya 

Pendapatan Bl..UD yang bersurnber dari APBN / APBD, dilaksanakan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan 
lengkap dan benar selanjutnya disahkan oleh PPI<D dan dikernbalikan untuk 
disusun dan disimpan olch SJ<PD BLUD/Unil Kerja BL.UD . 

(3) Laporan dan bukli transksi scbagaimana dbnaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan verifikasi olch PPlill; 

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayai (1), terdiri alas BKU
dokumen pendukung pencrimaan (kuitansi clan lain-lain), STS, dan rckening 
koran bulan bersangkutan: 
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(3) Fleksibilitas pengcluaran biaya BLVD scbagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1 )
hanya berlaku untuk biaya 13LUD yang bcrasal dari pendapatan selain dar
APBN / APBD dan hi bah tcrikat. 

(2) Fleksibililas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
mcrupakan pengeluaran biaya yang discsuaikan dan signifikan dcngan 
pcrubahan pendapatan dalarn ambang batas RBA yang telah ditctapkan sccara
definitif; 

(1) Pengeluaran biaya BLUD dibcrikan Ilcksibllitas dengan rncmpcrlimbangkan 
volume kegiatan pelayanan; 

Pasal 24 

(5) Laporan yang telah diverifiksi dan disahkan sebagima:na dirnaksud pada ayat 
(4) bagi pengeluaran biaya SKPD BLVD/Unit kerja BLUD dikembalikan untuk 
disusun dan disimpan oleh BLUD. 

(4) Surat Perintah membayar (SPM) Pengesaban yang dilampiri dengan Surat. 
Pemyataan Tang,,,crung Jawab (SPTJ) sebagimana yang dimaksud pada ayat (3), 
sebelum disahkan oleb PPKD harus dilampiri dengan bukti transaksi serta 
dokumen pcngeluaran yang sah Iainnya yang telah diverifikasi oleh PPKD; 

(3) Seluruh pengcluaraa biaya BLUD yang bersurnber dari dana sebagaimana 
d:imaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan me.nerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPMJ Pcngesahan yang dilampiri dengan Surat Pemyacaan 
Tanggung Jawab (SPTJ); 

(2) Bukti transaksi sebaga.ima.na dirnaksud pada ayat (1), tcrcliri atas Laporan 
rincian pengeluaran biaya BLUD, dokumen penduki.mg pengeluaran (kuitansi 
dan lain-lain), SPM, dan rekenimng koran bulan bersangkutan: 

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, 
hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Iain-lain pendapatan BLUD yang sah, 
dilaporkan kepada PPKD setiap bulan dengan n1cnyertakan bukli transaksi; 

Pasal 23 

dan APBD 
perundang- eluruh pengeluaran biaya BLUD yang bcrasal dari APBN 

ist:lenggarakan dan dipcrlangf,'llngja\v.abkan sesuai peraturan 
undangan yang berlaku. 

Pasal 22 

iaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari: 
. biaya bunga; 
. blaya ndministrasi bank; 
. biaya kerugian penjualan aset tetap; 
. biaya kerugian penurunan nilai; dan 
. biaya non opcrasional lain-lain. 

Pasal 21 

) Biaya umum dan adrninistrasi sebagain1ana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, 
mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dcngan 
kegiatan pclayanan. 
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Transnksi pencrimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa 
layanan, hibah, hasil kerja sama dcngan pihak lain, dan laln-lain pendapatan yang 
sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. 

Pasal 28 

(1) Dalam rangka pengclolaan kas, BI,,UD mcn.ye.lenggarakan: 
a. perencanaan pencrirnaan dan pengeluaran kas; 
b. pernungutan pcndapatan atau tagihan; 
c. pcnyimpanan kas clan mengelola rckening bank; 
d. pembayaran; 
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; 
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek urituk mernperoleh pendapatan 

tambahan. 

Pasal 27 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Kas 

(4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala 
SKPD atas usulan Pernirnpin Unit Kerja BLDD dan disahkan oleh PPKD; 

(5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemirnpin Unit Kcrja 
BLUD dengan persetujuan Kepala SI<PD . 

(3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pemimpin SlCPD 
BLUD· ' 

( 1) Pergeseran anggaran pada program, ke.giatan, darr jcnis biaya dilakukan dcngan 
mengajukan rencana perubaban anggaran kepada Walikota sesuai mekanisme 
perubahan APBD; 

l2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pernimpin SKPD BLUD 
dan disahkan oleh PPKD; 

Pasal 26 

{4) Bcsaran am bang batas Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 200/o 
(dua puluh pcrsen] dari target pendapatan selama satu tahun; 

(5) Besaran pcrsentase sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam 
RBJ\ clan DPA oleh PPKD . 

L) BLUD dapat melakukan pcngeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 alas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang ielah ditctapkan; 

2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipcrgunakan, didasarkan 
pada ambang batas RBA; 

3) Besaran ambang batas SK.PD BLUD ditetapkan paling banyak 20°;., (dua puluh 
perscn) dari target pendapatan selarna satu tahun; 

Pasal 25 

5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLVD dapat mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerali scsuai 
dengan mekanismc perubahan APBO . 

) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLVD seb1:1gain1ana dimaksud pada ayat ( L), 
diberikan pada BLUD dengan status BLVD Perruh; 
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(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pcndek 
atau utang jangka panjang; 

(2) BLUD dengan status BLUD Penuh dapai melakukan utang sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan waltkota: 

(1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dcngan kegiatun operasional 
dan/alau perikatan perninjaman dengan pihak lain; 

Bagian Keenam 
Utang 

Pasal 30 

(7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) ditetapkan 
oleh : 
a. Pemimpin BLUD untukjumlah sampai dengan Rpl.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah); 
b. Walikota untuk jumlah Rpl.000.000.000,00 [satu miliar rupiah) sampai 

dengan Rp5.000.000.000,00 [lirna miliar rupiah) 
c. Walikola dcngan persctujuan DPRD untuk jurnlah lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 [lima miliar rupiah). 

(8} Penghapusan terhadap piutang BLUD yaQ.g terjadi sebelum pcnerapan PPK 
BLUD, diselesaikan scsuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

(6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan 
berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD; 

(5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara 
muUak arau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalarn 
peraturan perundang-undangan; 

(4) Piutang yang terjadi scbagai akibat hubungan keperdataari dapat dlselesaikan 
dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelcsaiannya diarur 
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan; 

(2) BLUD rnclaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo; 

(3} BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagairnana dimaksud pada ayat 
(2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis urnur piutang, dan 
menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD; 

(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, 
jasa, dan /atau transaksi yang bcrhubungan langsung maupun tidak langsung 
dcngan kegiatan BLUD; 

Bagian Kelima 
Piutang 

Pasal 29 

4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya kc rekening BLUD pada hari kerja 
berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD . 

2) Pcngelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat; 

3) Rekening bank scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf c mcrupakan 
rekcning BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLVD atas nama BLUD pada bank 
umum pemcrintah yang ditunjuk Walikota; 
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(2) SKPD BLUD dalam mengajukan permobonan pcrsetujuan Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menyampaikan perrnohonan secara 
tertulis discrtai dengan studi kelayakan investasi; 

(1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (3}, atas persetujuan Walikota; 

Pasal 34 

(3) lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek 
dan lnvestasi jangka panjang, 

(2) lnvesrasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( J) dapal dilakukan BLUD apabila 
melaksanakan PPK BLVD dengan status B~lJD Penuh; 

(I) BLVD dapat melakukan investasi sepanjang mernbcri manJaat bagi 
peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 
mengganggu likuiditas keuangan BLUD; 

Pasal 33 

Bagian Ketujuh 
lnvestasi 

(2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelarnpauan pembayaran bunga dan pokok 
sepanjang tidak rnelebihi ambang batas yang Lelah ditetapkan dalam RBA. 

(1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mcnjadi 
tanggung jawab BLVD; 

Pasal 32 

(4} Persetujnan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 
perikalan utang BLUD . 

(3) Walikota dapal memberikan persetujuan atau penolakan dengan 
memperhatikan studi kelayakan utang sebagaima:na dimaksud pada ayat 
(1) dan/atau ayat (2); 

(2) Unit Kerja BLUD dalarn mengajukan perrnohonan persetujuan Walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib menyampaikan 
permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai 
dengan studi kelayakan utang; 

( L) SKPD BLUD dalarn mengajukan permohonan persetujuan Walikota 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mcnyampaikan 
permohonan secara tcrtulis disertai dengan studi kelayakan utang; 

Pasal 31 

(6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalarn bentuk 
perikatan pinjaman . 

(5) Pemanfaatan utang yang berasal dari pcrikatan peminjaman jangka panjang 
hanya untuk pengeluaran inveslasi/modal; 

'(4) Pcmanfaatan utang yang bcrasal dari perikatan peroinjaman jangka pendek 
hanya unruk biaya operasional tcrmasuk untuk mcnutup defisit kas; 



15 

(6) l{erjasama yang dilaksanakan SKPD BLlJD clan Unit Kerja BLUD dilaporkan 
kepada Walikola; 

(5) Kerjasama Unit Kcrja BLVD atas persetujuan Kepala St<PD; 

(4) Usaha lainnya yang merrunjang tugas dan fungsi BLUD, scbagaimana 
dimaksud pada ayal (1) huruf c, mcrupakao kerjasarna dcngan pihak lain yang
mcnghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas 
pclayanan urnurn yang menjadi kewajiban BLlJO; 

(3) Sewa menyewa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 
penyerahan hak pcnggunaan_/pemakaian ba.rang/alal BLUD kepada pihak- 
pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau 
tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala; 

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a, 
merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengclolaan 
manajemen dan proses opcrasional secara bersarna dengan pembagian 
keunrungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak; 

{l) Kerjasarna dengan pihak lain scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat 
(1), antara lain: 
a. kerjasama operasional; 
b. sewa menyewa; dan 
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan Iungsi BLUD. 

Pasal 37 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menguraogr 
kewenangan yang dimiliki BLUD danj atau mcngurangi aset. 

(2) Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan 
prinsip cfisiensi, efcktivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan; 

( 1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan lruantitas pelayanan, dapat 
melakukan kerjasarna dengan pihak lain; 

Pasal 36 

Bagian Kedelapan 
Kerjasama 

Dalam 11u1 BLUD mendirikan/membeli badan usaha yru1g berbadan hukum, 
kcpemilikan badan usaha tersebut ada pada pernerintah dacrah. 

Pasal 35 

(!'i) Persetujuan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnjadi dasar 
investasi jangka panjang BLUD. 

(4) Walikota dapar membcrikan perserujuan atau pcnolakan dcngan 
mcmperhatikan srudi kclayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan/aLau ayat (3); 

3) Unit Kerja BLUD dalarn mengajukan perrnohonan persclujuan Walikora 
sebagairoana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara 
tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan 
invcstasi; 
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(4) Mckanismc pengadaan barang dao /atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLVD
rncnetapkan ketentuan pcngadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana
dimnksud pada ayat (l), rnendasarkan pada peraturan perundang-undangan 
yang bcrlaku . 

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dibcrikan Ileksibiliras berup
pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dcngan nilai sampai dengan R
500.000.000,00 [lima ratus juta rupiah] dilakukan dengan rnetode pengadaa
langsung; 

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/utau jasa BLVD sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) harus dapat rnenjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yan
lebih berrnutu, lebih murah, proses pengadaan yang sedcrhana dan cepat sert
mudah menycsuaikan dcngan kcbutuhan untuk mendukung kclancaran 
pelayanan BtUD; 

(I) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUO sebagairnana dirnaksud dalam Pasa
38, berdasarkan ketcntuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan
oleh pernimpin BLUD dengan pcrsetujuan Walikota; 

Pasal 40 

(3) Fleksibilitas sebagairnana dirnaksud pada ayal (1), diberikan tcrhada
pengadaan barang dan/atau jasu yang sumber duna seluruhnya berasal dari: 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerjasarna dcngan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayar (1), diberikan pada BLV
dengan status BLUD Penuh; 

(1) Pengadaan barang dan /utau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berup
pembebasan scbagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bag
pengadaan barang dan/atau jasa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 38 aya
( l); 

Pasal 39 

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif
transparan, bersaing, adil/tidak diskrimlnatif, akuntabcl, dan praktek bisni
yang sehat. 

 dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan kctenruan yan
bcrlaku bagi pengadaan barang/jasa pernerintah . • 

Pasal 38 

Bagian Kesembllan 
Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

operasional kerjasama diatur oleh pernimpin BLUD . 
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(8) Pemanfaaian aset tctap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan 
tugas pokok dan fungsi BLUD wajib rnendapat persetujuan Walikota rnelalui 
Sekrctaris Daerah. 

(7) Pcnghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah; 

(6) Pencrimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya 
sebagian/scluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pcndapatan 
BLUD dan wajib disetor kc rekening Kas Urnum Dacrah: 

(5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasaJ dari 
pendapatan BLUD selain dari APBD/~BN merupakan pcndapatan BLUD dan 
dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD; 

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjut:i dengan cara 
dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan; 

(3) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan WalikoLa 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) wajib menyarnpaikan permobonan secara 
tertulis dengan perserujuan Kepala SKPD; 

(2) SKPD BLUD dalarn mengajukan permohonan persetujuan Walikoia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara 
tertulis; 

(1) BLUD tidak dapat menghapus aset retap, kecuali atas persetujuan Walikota; 

Pasal 44 

(3) Barang hasil pengadaan BLVD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu 
persediaan. 

(2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku 
invcntaris sebagai barang milik daerah; 

Pasal 43 

(1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset Letap atau barang 
persediaan; 

Bagian Kesepuluh 
Pengelo1aan Barang 

(2) Pclaksana pengadaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 
tirn, panitia Bl~UD yang dibenruk oleh pernimpin BLUD, atau Unit Layanan 
Pengadaan Barang dan/atau .Jasa, 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41, dilakukan oleh pelaksana pengadaan; 

Pasal 42 

Pcngadaan barang dan/acau jasa yang danan.ya berasal dari hibah tcrikat dapai
dilakukan dengan mcngikuti ketcntuan pengadaan dari pemberi hibah, atau 
kctentuan pcngadaan barang dan/at:.au jasa yang bcrlaku bagi SKPD BLUD
sepanjang disctujui pemberi hibah. 

Pasal 41 
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(3) Pcnetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada PPKD . 

(2) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas 
pcrscrujuan KcpaJa SKPD . 

(1) Pernimpin BLUD rnenetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLVD. 

Pasal 50 

dimaksud pada ayat (1), 
transparan, dan dapat 

(2) Penatausahaan keuangan BLVD sebagaimana 
dilakukan dengan tertib, efektif, efisicn, 
dipertanggungjawabkan. 

(1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 48 
didasarkan pada prinsip pcngelolaan keuangan bisnis yang sehat; 

Pasal 49 

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit rnerrruat: 
a. pendapatan/biaya; 
b. penerimaan / pengeluaran; 
c. utang/piutaog; 
d. persediaan, aset tetap, dan invcstasi; dan 
c. ekuitas dana. 

Pasal 48 

Bagian Ketiga belas 
Penatausahaan 

Setiap kerugian dacrah pada BLVD yang disebabkan oleh tindakan melanggar 
hukurn a tau kelalaian sescorang, diselesaikan .sesuai dengan ketentuan pcrarurao 
perundang-undangan mengenai penyclcsaian kerugian daerah. 

Pasal 47 

Bagian Kedua belas 
Penyelesaian Kerugian 

(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, 
kccuali atas perintah Walikota diserorkan sebagian atau seluruhnya ke kas 
daerah dcngan mernpertimbangkan poslsi Iikuiditas BLUD. 

(1) Surplus anggaran OLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pcndapatan 
dun realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran; 

Pasal 46 

Bagian Kesebelas 
Surplus Anggaran 

Tanah dan bangunan BLUD discrtifikatkan atas nama Pernerintah Daerah. 

Pasal 45 



( l) Sctiap triwulan 1:3LUD mcnyusun dan mcnyampaikan Laporan realisasi 
anggaran, Laporan operasional clan laporan a.11 .. is kas kcpada PPl<D, paling 
larnbat 15 (lima belas) hari sctclah periode pclaporan berakhir; 
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Pasal 55 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa 
eksternal scsuai dengan peraturan perundang-undangan . 

(3) Lcmbar muka laporan kcuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai larnpiran Iaporan kcuangan BLUD. 

(2) Laporan keuangan unit usaha/Iayanan yang diselenggarakan BLUD, 
dikonsolidasikan daJam laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1). 

(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, 
laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan 
pcrubahan SAL dan catatan atas Iaporan keuangan, disertai dengan laporan 
kinerja. 

Pasal 54 

Bagian Kedua 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

(2) Kcbijakan akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai 
dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, 
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, clan peristiwa setelah ianggal 
.neraca, 

(1) Dalarn pcnyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, 
pemimpin BLVD menyusun kebijakan akuntanai yang berpedornan pada 
standar akuntansi sesuai dengan jenis Iayanan; 

Pasal 53 

(2) Akuntansi dan laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) 
menggunakan basis akrual. 

(1) Akuntasi dan Japoran keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan; 

Pasal 52 

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalarn dokumcn pendukung 
yang dikclola secara tertib; 

(1) BLUD mcnerapkan sistern informasi rnanajcmcn keuangan scsuai dengan 
kebutuhan praktek bisnis yang schat; 

Pasal 51 

Bagian Kesatu 
Akuntansi 

BABV 
AKUNTA.NSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
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(4) Pcnetapan tarif layanan sebagaimana dirnaksud pada 
mernperlimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, 
masyarakat, scrta kompetisi yang schat . 

(2), 
beli 

ayat 
daya 

(3) Tarif layanan BLUD ditctapkan olch Walikota dan disarnpaikan kcpada 
pimpinan DPRD; 

(2) Tarif layanan Unit Kerja BLUD diusulkan olch pernimpin BLUD dengan 
persetujuan Kcpala SKPO kepada Walikota rnclalui Sekretaris Daerah; 

(1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan oleh pernimpin BLUD kepada Walikota 
melalui Sckretaris Daerah; 

Pasal 58 

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bcrupa besaran tarif atau 
pola tarif sesuai jcnis layanan BLUD. 

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal basil yang 
wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya 
per unit layanan; 

(2) lmbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan 
biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana: 

(1) BLUD dapar mernungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang 
dan/acau jasa layananyang diberikan; 

Pasal 57 

BAB VI 
TARIF LAYANAN 

(3) Laporan keuangan Unit Kcrja BLUD secara lengkap disampaikan kcpada PPKD 
melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan 
dikonsolidasi dengan laporan SKPD . 

(2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD 
setelah laporan lersebut dikonversi sesuai dcngan SAP; 

(1) Setiap serncsteran dan tahunan BLUD wailb menyusun dan mcnyampaikan 
laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPK.D untuk dikonsolidasikan 
ke dalam laporan keuangan pernerintah daerah sesuai dengan ketcntuan yang 
bcrlaku; 

(3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kexja BLUD disampaikan 
kcpada PPKD melalui Kepala SJ<.PD sctelah laporan terscbut dikonvcrsi sesuai 
SAP clan dikonsolidasi dengan laporan Sl<PD . 

Pasat 56 

(2) Laporan operasional dun laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada 
PPKD sctclah laporan tcrsebut dikonversi sesuai dengan SAP; 
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(2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai OLUD non PN:S dapat diberikan tunjangan. 

fl) Ilak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut: 
a. rnendapatkan gaji sctiap bulan, dengan besaran paling rendah sebcsar 

Upah Minimum Provirrsi yang bcrlaku; 
b. memperolch cuti . 

Pasal 62 

Bagian Kedua 
Hak, Kewajiban, dan Larangan 

(4) Pemimpin BLUD menyarnpaikan laporan pernbaharuan kontrak kepada 
Walikota melalui Kepala Sadan Kepegawaian Daerah. 

(3) Kontrak pejabaL pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas 
pertimbangan kincrja dan kebutuhan BLUD; 

(2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawal BLUD yang berasal dari non PNS bekerja 
untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja; 

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat, 
berasal dari non PNS; 

Pasal 61 

(2) Pejabat pengelola BLVD clitetapkan oleh Walikota. 

( 1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas: 
a. Pemimpin; 
b. Pejabat keuangan; 
c. Pejabat teknis . 

Pasal 60 

Bagian Kesatu 
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 

BABVllI 
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI 

(3) Standar pelayanan minimal Unit Kerja BLUD diusulkan oleh pernirnpin Unit 
Kerja BLUD dan diketabui Kepala Sl(PD kepada Walikota. 

(2) Standar pelayanan minimal SKPD BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD 
kepada Walikota; 

( l) Walikota rnenetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalarn rangka 
mcnjamin kctersediaan. keterjangkauan, dan kualitas pelayanan urnum yang 
diberikan oleh BLUD; 

Pasal 59 

BAB VII 
TANDAR PELAYANAN MINIMAL 
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(4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut: 
a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

pernerintah daerah; 
b. menyalahgunukan wewenang; 
c. mcnjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan Jain; 
e. merniliki, menjual, mcmbeli, rnenggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkao barang baik bergerak atau tldak bergerak, dolrumen atau 
surat bcrharga milik pcmerintah daerah secara tidak sah; 

f. rnelakukan kegiatan bersarna dcngan atasan, tcman sejawat, teman kerja 
atau orang lain di dalarn rnaupun di luar lingkungan kcrjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golcngan, atau pihak lain, yang secarn 
langsung atau Lidak langsung rnerugikan pemerintah dacrah; 

n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

m. mentaati seluruh peraruran yang ditetapkan oleh BLUD; 

L rnenjadi teladan yang baik dalam masyarakat: 

k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat meourut 
bidang rugas masing-masing; 

menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah 
dengan sebaik-baiknya; 

memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

mentaati kctenruan jam kcrja yang ditetapkan; h. 
. 
L 

. 
J. 

g. rnelaporkan dengan segera kepada atasannya apabiia mengetahui ada hal 
yang dapat mernbahayakan atau merugikan pernerintah daerah terutama di 
bidang keamanan, keuangan, dan rnateriil; 

f. rncmegang rahasia jabatan y<:ing menurut, sifatnya atau menurut perintah 
harus dirahasiakan; 

e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dcngan 
penuh pcngabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

d. rnemperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pcmerintah daerah 
baik yang menyanglrul ketugasan rnaupun yang bcrlaku secara umum; 

c. mengutamakan kcpcntingan dinas diatas kepenungan golongan atau diri 
scndiri, dan menghindari segala scsuatu yang dapat mendcsak kepentingan 
dinas oleh kepcntingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung 
tinggi kchormatan dan marrabar negara dan pemerinrah daerah: 

b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia 
menanggung segala akibat yang terjadi karena kclalaian atau kesengajaan 
dalam melaksanakan tugas sesua bidangnya; 

(3) Kcwajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut: 
a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut 

diangkat scbagai PNS; 
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(3) Tata cara pcngadaan pejabat pengelola dan/atau pcguwai BLUD non PNS 
sebagai berikut: 
a. pengumuman mclalui media massa darr/ntau website Pemerintah Kota 

Makassar; 
b. seleksi administrasi; 
c. pengurnuman calon pejabat pcngelola darr/atau pegawai BLVD non PNS 

yang lolos scleksi adrninistrasi: 

(2) Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD berdasarkan pcrsctujuan Walikota, 
membentuk panitia pengadaan pcjabo.t pcngelola darr/ atau pegawai BLUD non 
PNS; 

d. Walikota mernberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan 
permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan 
hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dacrah. 

c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pcngadaan 
pcjabat pengelola dan/atau pegawai bcrdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); 

b. Kepala SKPD atas usulan Unit Kerja BLUD mengajukan permohonan 
persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/ atau pegawai kepada 
\Valikota mclalui Kepala Badan Kepega ... vaian Daerah; 

a. Pemirnpin SKPD BLUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan 
pejabat pengeloJa dan/ atau pegawai kepada Walikota melalui Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah; 

(1) Pengadaan pejabat pengclola danj'atau pegawai BLVD non PNS sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

Pasal 65 

(2) Pengadaan pcjabat pengelola dan/ atau pegawai BLVD non PNS sesuai dengan 
pernenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD . 

(1) Pengadaan Pejabat Pengclola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS 
diselenggarakan oleh SJ(PD BLVD atau SKPD; 

Pasal 64 

Pcngaduun, pengangkatan, dan pcmberbenlian pejabat pengelola dan pegawai 
BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 63 

Bagian Ketiga 
Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

melakukan suatu Lindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
menghalangi bcrjalannya tugas kedinasan: 
ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, .DPR, DPD, atau 
OPR; 
mcmbcri dukungan kcpada calon Kepala Dacrah/Wakil Kepala dacrah, 
dcngan cara terlibat dalam kcgiatan kampanye . 

g. 

h. . 
I. 

• J· 
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(5) Dewan Pcngawas dibenruk apabila BT.VD merniliki: 
a. rcalisasi ni1ai ornset tahunan menu rut laporan operaaional realisasi anggaran 

tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 [lima bclas miliar 
rupiah); dan/atuu 

b. nilai asct menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh 
Hrna miliar rupiah) . 

(4) Usulan pemimpin BLVD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD 
disarnpaikan kepada Walikota melalui kepala SKP.D; 

(3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Walikota atas usulan pcmimpin BLUD; 

(2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset rnenurut rencana, 
jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaraian dan kritcria 
keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku: ' 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pcngawasan tcrhadap pengelolaan BLVD dengau 
mencrapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas, 

Pasal 70 

BAB VIII 
DEWAN PENGAWAS 

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola 
dan/atau pegawai BLVD non PNS dibebankan pada Bl ... UD. 

Pasal 69 

Pemimpin SKPD BLUD atau Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan pejabat 
pengelola dan/atau pegawaiBLUD non PNS kepada Walikota rnelalui Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah. 

Pasal 68 

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau 
diberbentikan olch pemimpin BLUD, apabila: 
a. mengundurkan diri atas perminiaan sendiri; 
b, meninggal dunia; 
c, berakhir masa kontrak; 
d. tidak clapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau 
e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, 

(1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh pcmimpin BLUD; 

Pasal 67 

Pomimpin SKPD BLUD atau Kcpala SKPD dalam metaksenakan pengadaan pejabat 
pengclola dan/alau pegawai BLUD non PNS mcnetapkan persyaratan adrninistrasi, 
materi ujian, dan mcrode ujian seleksi . 

Pasal 66 

d. ujian scleksi; 
e. pengumurnan hasil ujian seleksi . 
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(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan sclarna 5 (lima) tahun, dan
dapat diangkat kcmbali untuk satu kali rnasajabatan berikutnya . 

(2} Anggota Dewan Perigawas dapat diberhentikan sebelurn wakrunya oleh 
Walikota. 

Pasal 73 

Anggota Dewan Pengawas dapat tcrdiri dari unsur: 
u. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; 
b. pejabat di lingkungan satuan kcrja pcngclola keuangan daerah; dan 
c. rcnaga ahli yang sesuai dengao kegiatan BLUD· . 

Pasal 72 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Walikota secara bcrkala paling
sedikit l [satu] kali dalam 6 [enam] bulan dan sewaktu-waktu apabila 
diperlukan, 

(2) Dewan Pcngawas berkewajiban: 
a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RSB dan RBA

yang diusulkan oleb pejabat pengelcla; 
b. mengikuti perkernbangan kegiatan B.LUD, dan rncmberikan pendapat serta 

saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap pen ting bagi 
pengelolaan BLUD; 

c. melaporkan kepada Walikota apabila Lerdapat gejala menurunnya kinerja 
BLUD; 

d. mernberikan nasebat kepada pejabat pengelola da1am melaksanakan 
pengelolaau BLUD; 

e. membcrikan rnasukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan 
laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola; 

I, melakukan evaluasi dan pcnilaian kinerja baik keuangan maupun non 
keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan pcnting untuk 
clitindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan 

g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja, 

(1) Dewan Pengawas bertugas rnclakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD 
yang dilakukan oleb pejabat pengelola sesuai dengan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan; 

Pasal 71 

(7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang 
atau 5 (lima) orang apabila BLVD memiliki: 
a. realisasi nilai ornset iahunan rnenurut laporan operasional realisasi anggaran 

tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.0Q0.000,00 (uga puluh miliar 
rupiah); dan/ atau 

b. nilai aset menurut ncraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus 
rniliar rupiah). 

(6) .Jurnlah anggoia Dewan Pcngawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila 
BLUD mcmiliki: 
a. realisasi nilai omsel tahunan rnenurut laporan operasional realisasi anggaran 

tahun terakhir, scbcsar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 
sarnpai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau 

b. nilai aset mcnurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh Lim
miliar rupiah) sampai dcngan Rp200.000.000.000,00 (dua rarus rniliar 
rupiah) . 
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(2) Pcmbinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPl(D . 

(1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Dacrah; 

Pasal 77 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(3) Usulan rernunerasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD 
dengan persetujuan Kepala SKPD. 

(2) Rernunerasi BLUD ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan yang 
disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah; 

(1) Pcjabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai 
BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan; 

Pasal 76 

BABIX 
REMUNERASI 

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan 
Sckrctaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD. 

Pasal 75 

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), bukan 
merupakan anggota Dewan Pengawas . 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan 
Dewan Pengawas; 

(1) Dewan Pcngawas dapat mengangkat seorang Sckretaris Dewan Pengawas dalam 
rangka mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban; 

Pasal 74 

(5) Masa jabatan anggoia Dewan Pcngawas pengganti ditctapkan selarna sisa masa 
jabatan anggota Dewan Pcngawas yang diganti. 

(4) Apabila terdapai anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebclum 
waktunya, dapat dilakukan pcnggantian anggota Dewan Pengawas. 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelurn waktunya apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan balk; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; 
c. tcrlibat dalarn tindakan yang rnerugikan pemerintah daerah dan BLUD; 
d. dipidana penjara karcna dipersalahkan rnclakukan tindak pidana dan/aiau 

kesalahan yang bcrkaitan dengan tugasnya rnelaksanakan pcngawasan alas 
BLUD; atau 

e. berhalangan tctap . 
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Diundangkan pada tanggal 
pada tanggal 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 81 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Evaluasi clan pcnilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
bertujuan unurk mengukur tingkat, peucapaian basil pengelolaan BLUD 
sebagaimana ditelapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA. 

(1) Evaluasi clan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun olch Walikota 
derr/utau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan. 

Pasal 80 

BAB XI 
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA 

Pernbinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabal 
pembina dan pengawas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 74 clan Pasal 75, 
dilakukan juga oleh Dewan Pengawas. 

Pasal 79 

(2) Pengawas internal sebagairnana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan internal 
auditor yang berkedudukan langsung dibawah pernimpin BLUD . 

(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal; 

Pasal 78 • 
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